PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan Pasdbe2@turan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28nT&006 tentang
Administrasi Kependudukan serta dalam rangka peiarbeperlindungan,
pengakuan, penentuan status pribadi dan status mhuketiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialamih ¢&tenduduk Kabupaten
Kotawaringin Barat yang mana hanya dapat terlaksguadila didukung oleh
pelayanan yang profesional dan peningkatan kesagaraduduk sehingga perlu
diatur Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kemhrdun di Kabupaten
Kotawaringin Barat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiadhuruf a di atas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PedomanyelBeggaraan
Administrasi Kependudukan.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19%®ang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan abad&ingkat 1l di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia mah@53 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republignksla Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 1820);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawibeambaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Hazem Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumaPadana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, BEdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigradiembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahambazan Negara
Republik Indonesia Nomor 3474);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Adasiusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perligaiunak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istlom@hun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadNd89);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembkantaDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nobh#%, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)aga&imana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2888&ng Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ngnfemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@08 2Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&v4)4

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewaggaman Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia TahR@®06 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoGi@4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdmasstKependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Noi®s, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangk&maan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Leamblegara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaragande Republik
Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentarigksamaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negefaulitik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Riepodonesia Nomor
3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentangrdifwsi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Regubldonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamssmor 3730);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentahgkdamaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasiefejpdukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daemtn$§l dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repubtiloriasia Tahun 2007
Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republiknkgia Nomor 4737);
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16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang/datan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Namorahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenandabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Katawin Barat Tahun
2008 Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat NdiBofahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatetavaingin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat TaBQA8 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KotawaringiatB&mor 3).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupat@widangin Barat;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KotawarirBgrat, yang
selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakittyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintahpiitguyang bertanggung
jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalasaruradministrasi
kependudukan;

6. UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja dkdingecamatan yang
melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengannkegan menerbitkan
akta;
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnyagkat KUAKec adalah
satuan kerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaieg melaksanakan
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada ihgkcamatan bagi penduduk
yang beragama Islam;

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakpencatatan peristiwa
penting yang dialami seseorang pada instansi pElakgang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unganga

Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil géegi tugas dan tanggung
jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwarideplikan dan peristiwa
penting serta pengelolaan dan penyajian data keplekedn di desa/ kelurahan;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai peaadgerah kabupaten;

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai pé@ndaerah Kabupaten
dalam wilayah kerja Kecamatan;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang meindtkis-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kegantimmasyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiatlhgat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara KesaRepublik Indonesia
yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat;

Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnsiagkat RT dan RW
adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh nastardiakui dan dibina
oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikdai-mlai kehidupan
masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotonggapodan kekeluargaan
serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugasnerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan/ desa;

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiagnataan dan
penertiban dalam penertiban dokumen dan data kedakdn melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelois@nmasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untudygeeln publik dan
pembangunan sektor lain;

Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, yang sefaygudisebut Penduduk
adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing pengmpat tinggal di
Kabupaten Kotawaringin Barat;

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsadsia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-gndabagai Warga
Negara Indonesia;

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indmnes

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yangidkan oleh instansi
pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebaddiwdti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran pendudukpdanatatan sipil;

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftgramduduk dan pencatatan
sipil;

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodataighgdndpencatatan atas
pelaporan peristiva kependudukan dan pendataan ugekd rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokukegendudukan berupa
kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peristiwva Kependudukan adalah kejadian yang diafsanduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbateu perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau suratrdmian kependudukan
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamaé satus tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap;

Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disindgki& adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khasgdal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indpnesia

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK abdtartu identitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubdaltzan keluarga, serta
identitas anggota keluarga,;

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkd® ldd@lalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan olelstansi pelaksana yang
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Repubtibnesia;

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa mgenyiang dialami oleh
seseorang dalam register pencatatan sipil padmsigtelaksana;

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalahygbean dan
pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Mshaberdasarkan
keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaam peribadatan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamatariutwati yang ajarannya
bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia;

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahayBggsg, selanjutnya
disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang wynengakui dan
meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan tegipatiuhan Yang Maha Esa;

Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah tegkiilinya perkawinan
Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani disahkan oleh
Pemuka Penghayat Kepercayaan;

Peristiwva Penting adalah kejadian yang dialami oselseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pex@er, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan demmperubahan status
kewarganegaraan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yand¢argatnya disingkat
SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan dkdgi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informaadministrasi
kependudukan di tingkat Penyelenggara dan InsRelsiksana sebagai satu
kesatuan;

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu gangpan, dirawat dan
dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;

Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yditgrbitkan oleh
Departemen/ Lembaga Pemerintah Non DepartemerBatdan Hukum Publik
dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identpanduduk, selain
Dokumen Kependudukan;

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diken kepada Orang Asing
untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Repubtiddnesia dalam jangka
waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Pard®erundang-undangan;



34.

35.

36.

37.

38.

39.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang dibankkepada Orang Asing
untuk tinggal menetap di wilayah Negara KesatuapuREk Indonesia sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai gexta kependudukan
yang tersimpan secara sistematik, terstruktur @ingsberhubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dagga komunikasi data;

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Mentarnigybertanggung jawab
dalam urusan pemerintahan dalam negeri kepada gsetygng ada pada
Penyelenggara dan Instansi pelaksana untuk dapaigakees database
kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;

Pengguna Data Pribadi Kependudukan adalah ingt@nserintah dan swasta
yang membutuhkan informasi data sesuai dengan dpigan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pékyadgawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang divewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadd@nggaran Peraturan
Daerah;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakwiteh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan huking dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi serteemekan tersangkanya.

BAB I1
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a.
b.
C.
d.

e.

(1)

(2)

dokumen kependudukan;

pelayanan yang sama dalam pendaftaran pendudytedaatatan sipil;
perlindungan atas data pribadi;

kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

informasi mengenai data hasil pendaftaran pendddunkpencatatan sipil atas
dirinya dan/ atau keluarga; dan

ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibasalahan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sertgaf@gunaan data pribadi
oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kepeuoklan dan peristiwa
penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksaeagah memenuhi
persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran gierkddan pencatatan sipil.

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tihdgabatas (SKTT),
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan S(e&trangan Pindah
Datang (SKPD) wajib dibawa oleh penduduk pemegapgumien yang
bersangkutan setiap saat meninggalkan rumah.
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BAB I11
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Urusan administrasi kependudukan di daerah disgeagan oleh Pemerintah
Kabupaten dengan pelaksanaan pelayanan adminisgeagy mengutamakan
pelayanan prima yaitu sederhana, singkat dan lpedganya.

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban dan tamgggjawab dalam
menyelenggarakan urusan administrasi kependudukang dilakukan Bupati
dengan kewenangan meliputi :

a.
b.

koordinasi penyelenggaraan administrasi kependuduka

pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan ifiyagsdi bidang
administrasi kependudukan;

pengaturan teknis penyelenggaraan administrasinkiejoelkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan adrasiiggpendudukan;

pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidadgpinistrasi
kependudukan;

penugasan desa untuk menyelenggarakan sebagian nistdasi
kependudukan;

pengelolaan dan penyajian data kependudukan bard&atah;
koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan adasnistpendudukan.

Bagian Ketiga
Instansi Pelaksana

Pasal 6

Instansi Pelaksana di daerah adalah Dinas Kepekdnddan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Barat.



Pasal 7
(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Adminigtegsendudukan dengan
kewajiban yang meliputi :
a. mendaftar peristiwva kependudukan dan mencatattipexipenting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional deepetiap
penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukapetistiva penting;

c. menerbitkan dokumen kependudukan;
mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dzoatsan sipil;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas \parigtpendudukan
dan peristiwa penting; dan

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan inforimeasg disampaikan
oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran pendddnkpencatatan
sipil.

(2) Di kecualikan terhadap kewajiban sebagaimana diathgada ayat (1) huruf a
adalah pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujgk Banduduk yang beragama
Islam pada tingkat kecamatan karena dilakukan pkdawai pencatat pada
KUAKec.

(3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamailakukan oleh UPTD
Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkanP&kcatatan Sipil.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) upéugyaratan dan tata
cara pencatatan peristiwa penting bagi Pendudu§ ggamanya belum diakui
sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturardpegiondangan atau bagi
penghayat kepercayaan berpedoman pada peratutardpag-undangan.

Pasal 8

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Adminiskepiendudukan dengan
kewenangan yang meliputi :

a. memperoleh keterangan dan data yang benar ten@isggiwa kependudukan
dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;

b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yantardiapenduduk atas
dasar putusan atau penetapan pengadilan;

c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa keplemka@n dan peristiwa
penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikdan pembuktian kepada
lembaga peradilan; dan

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasitlgitaran penduduk
dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 9

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam asklam melaksanakan
ketentuan mengenai administrasi kependudukan,nsistelaksana berwenang :

a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemeganmf Kabupaten dan
Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan niltkek, cerai dan rujuk
bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukeim WUAKec;

-8-



b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Depan Agama Kabupaten
dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencabagaimana dimaksud
pada huruf a dalam rangka pembangunan databaseckefudan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai adminiskgsendudukan, Instansi
Pelaksana mempunyai tugas :

a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumesnkepukan dan formulir
untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengartudedn

b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajibam ldavenangan UPTD
Instansi Pelaksana yang berkaitan dengan pelaysararatatan sipil;

c. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supetgrfiadap pelaksanaan
tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Bateak

d. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supeteidiadap penugasan
kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasalf3.huru

Pasal 11

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenaniattasi kependudukan,
Instansi Pelaksana :

a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen AgHalaupaten dalam
memelihara hubungan timbal balik melalui pembinassing-masing kepada
instansi vertikal dan UPTD Instansi Pelaksana;

b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait katmrpadalam penertiban
pelayanan administrasi kependudukan;

c. meminta dan menerima data kependudukan dari pdemakRepublik
Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan

d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instarisait.

Bagian Keempat
UPTD Instans Pelaksana

Pasal 12
(1) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritapkaia kecamatan yang :

a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau tramgpsi umum dan sangat
terbatas akses pelayanan publik; dan/ atau

b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat
(2) UPTD Instansi Pelaksana dibentuk dengan Peratuaanal.

Pasal 13

Wilayah kerja UPTD Instansi Pelaksana dapat melipufsatu) kecamatan atau
lebih yang secara geografis berdekatan.
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Pasal 14

(1) UPTD Instansi Pelaksana berada di bawah dan bguaggjawab kepada
Instansi Pelaksana.

(2) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukéysnan pencatatan
sipil, yang meliputi :

a. kelahiran;
b. kematian;
lahir mati;
perkawinan;
perceraian;

~ o 2 o

pengakuan anak;
pengesahan anak;

> @

pengangkatan anak;

perubahan nama;

j. perubahan status kewarganegaraan;
k. pembatalan perkawinan;

|. pembatalan perceraian; dan

m. peristiwa penting lainnya.

(3) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil setzegadimaksud pada ayat
(2) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal UPTD Instansi Pelaksanaan belum dapantik maka pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil pada tingkat kecamditakukan oleh TPDK
(Tempat Perekaman Data Kependudukan).

Bagian Kelima
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 15

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan oielakverifikasi kebenaran
data, melakukan pembuktian pencatatan atas namifatya, mencatat data dalam
register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipta Pencatatan Sipil, dan
membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatgidn S

Pasal 16

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Ldemahlinstansi Pelaksana
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 17
(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumdup dan
selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan bititan oleh Instansi
Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakgaratatan biodata.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicanturdikéam setiap dokumen
kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan PaSpoat Izin Mengemudi
(SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis AswsanSertifikat Hak
Atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya

(4) Persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbidknmen identitas lainnya
serta pencantuman NIK berpedoman pada Peraturaeripéah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Isst®elaksana wajib
menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen fienaaiependuduk.

(2) Persyaratan dan tata cara penerbitan perubahanméokupendaftaran
penduduk berpedoman pada Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk
dalam Wilayah Negara K esatuan Republik Indonesia

Pasal 19

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah keldd&n wajib melapor
kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Setatadgan Pindah.

(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatdbnbisilinya Penduduk
di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (saéljun atau berdasarkan
kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kwtandl (satu) tahun.
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Pasal 20

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang keatdaeajib melapor
kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Suratakgde Pindah dari
daerah asal agar dapat diterbitkan Surat KeteraRgelah Datang.

(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksdd ayat (1)
digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbikandat KTP bagi
Penduduk Warga Negara Indonesia yang bersangkutan.

(3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang keidakn tidak dapat
menunjukkan Surat Keterangan Pindah dari daerdhtesaya dapat diberikan
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) yangkerselama 6 (enam)
bulan.

Pasal 21

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendafgindah datang Penduduk
Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 22

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas d@mang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke daeram|wajib melaporkan
rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padqdlay#&tstansi Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindadng.

Pasal 23

(1) Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas d@&nang Asing yang
memiliki 1zin Tinggal Tetap yang datang ke daerafajiv melaporkan
kedatangan kepada Instansi Pelaksana paling laB@bgiga puluh) hari sejak
diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang damnateasal.

(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimakadd ayat (1)
digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbkKanKKP atau Surat
Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yangdregkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Antar Negara

Pasal 24

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke theeri wajib
melaporkan rencana kepindahannya kepada InstalagisBea.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padqdlgy#tstansi Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pinddtuér Negeri.

Pasal 25
(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negejib melaporkan

-12 -



kedatangannya kepada Instansi Pelaksana palingataldb(empat belas) hari
sejak tanggal kedatangan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pad4layanstansi Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datand-dar Negeri sebagai
dasar penerbitan KK dan KTP.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 26

(1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan pekdughtan administrasi
kependudukan yang meliputi :

a. penduduk korban bencana alam;
b. penduduk korban bencana sosial;
c. orang terlantar;

d. komunitas terpencil.

(2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudgkmgaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukdardpat sementara.

(3) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud gpada(2) digunakan
sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kepekaluduntuk penduduk
rentan administrasi kependudukan.

(4) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk regttagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Presiden.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 27

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendirip@ea terhadap
peristiwva kependudukan yang menyangkut dirinya iseddpat dibantu oleh
Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepadg laian

(2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimakadh m@myat (1)
berpedoman pada Peraturan Presiden.
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(1)
(2)

@)

(1)

(2)

(1)

(2)

BABV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di daerah,
di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan di atas Kapal L aut atau Pesawat Terbang

Pasal 28

Setiap kelahiran di daerah wajib dilaporkan olendueluk kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari deg&hiran.

Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada (aya Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kalahdan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran.

Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukaepat waktu
sebagaimandimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 29

Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahitam Penerbitan Kutipan
Akta Kelahiran seseorang yang tidak diketahui asalhya atau keberadaan
orang tuanya, didasarkan pada pelaporan orang ryemgmukan dilengkapi
Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud padé @y diterbitkan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh InsRelaksana.

Pasal 30

Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayaly®da Kesatuan Republik

Indonesia yang telah dicatat oleh instansi yangvéeang di negara setempat
dan/ atau Perwakilan Republik Indonesia, maka patara kelahiran tersebut
wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi k3alaa paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yargangkutan kembali ke

daerah dengan membawa kutipan akta kelahiran.

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada(Byatlirekam dalam
database kependudukan dan diterbitkamda bukti pelaporan kelahiran di
luar negeri.
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Pasal 31

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal dat pesawat terbang
dengan tujuan/ singgah ke daerah wajib dilaporkgaéla instansi pelaksana
berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kayahtau kapten pesawat
terbang.

(2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah kapealdtau pesawat terbang
berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republilomedia, maka berlaku
ketentuan yang sama sebagaimana diatur dalam3tasal

Pasal 32

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiragaetama dimaksud dalam pasal
28, 29, 30 dan 31 berpedoman pada Peraturan Rieside

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 33

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam R&sayat (1) yang
melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampagah 1 (satu) tahun
sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakatelabe mendapatkan
persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waksat)(tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkametgggan Pengadilan
Negeri.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiramgaeizma dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada PeraturaidEne

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 34

(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh pendudulpd®a Instansi Pelaksana
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir matntuk diterbitkan Surat
Keterangan Lahir Mati.

(2) Persyaratan dan tata cara pencatatan lahir matetdeman pada Peraturan
Presiden.
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Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 35

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perap@amdang-undangan
yang dilakukan di daerah wajib dilaporkan oleh pehdk kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dejadgal perkawinan.

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud padb (&ya Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pénkawdan menerbitkan
Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pgala(2) masing-masing
diberikan kepada suami dan istri.

(4) Di kecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu khudwegi penduduk yang
beragama Islam pelaporan perkawinan disampaikaadeelkUAKec.

(5) Hasil pencatatan data perkawinan sebagaimana dimigkasda ayat (4) yang
disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksadak tmemerlukan
penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

(6) Pada tingkat Kecamatan, laporan sebagaimana dimhakswala ayat (1)
dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 36
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dakah3%aberlaku pula bagi :
a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan dirataetas permintaan
Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengkiia Perkawinan, pencatatan
perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan gissuga

Pasal 38

(1) Penduduk vyang berstatus Warga Negara Indonesia yaetpkukan
perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republdonesia dan telah
dicatat oleh instansi yang berwenang di negaramgpetedan/ atau Perwakilan
Republik Indonesia, maka pencatatan perkawinareltatswajib dilaporkan
penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pekalsding lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kenkKmaldaerah dengan
membawa Kutipan Akta Perkawinan.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pat#23ydirekam dalam
database kependudukan dan diterbittearda bukti pelaporan perkawinan di
luar negeri
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Pasal 39

Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinagaeiana dimaksud dalam
pasal 35, 36, 37 dan 38 berpedoman pada Peratresioléh

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 40

(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penklugang mengalami
pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksanagpimbat 30 (tiga
puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pttam perkawinan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Byabhehcabut Kutipan
Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dannge&iarkan Surat
Keterangan Pembatalan Perkawinan.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalaawpen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedomanPad@duran Presiden.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 41

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkkégada Instansi Pelaksana
paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah putupangadilan tentang
perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukwap.tet

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pad#lay&ejabat Pencatatan
Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian damerbgkan Kutipan Akta
Perceraian.

Pasal 42

(1) Penduduk yang berstatus Warga Negara Indonesiangatakukan Perceraian
di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonata telah dicatat oleh
instansi yang berwenang di negara setempat dan/Reavakilan Republik
Indonesia, maka pencatatan perceraian tersebub widaporkan penduduk
yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana palmigat 30 (tiga puluh)
hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali keatiadengan membawa
Kutipan Akta Perceraian.

(2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud patglaydirekam pada
database kependudukan dan diterbitk@mda bukti pelaporan perceraian di
luar negeri.
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Pasal 43

Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraiagas@ana dimaksud dalam pasal
41 dan 42 berpedoman pada Peraturan Presiden.

(1)

(2)

®3)

(1)

(2)

3)
(4)

(5)

Bagian Keenam
Pembatalan Perceraian

Pasal 44

Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilapodkeh penduduk kepada
Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) $etelah putusan
pengadilan tentang pembatalan perceraian yang takhperoleh kekuatan
hukum tetap.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud paddl3y#tstansi Pelaksana
mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikarbyek akta dan
mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalaergan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pad&Psr@residen.

Bagian Ketujuh
Pencatatan K ematian

Pasal 45

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluargartga gang mewakili kepada
Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh)deak tanggal kematian.

Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada (aya Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kamatian menerbitkan
Kutipan Akta Kematian.

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada (2yatdilakukan
berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihag parwenang.

alam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan sesgdd@arena hilang atau mati
tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan Blglabat Pencatatan Sipil
baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengatbigeri.

Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidaks j@llentitasnya, Instansi
Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasd&trangan dari
kepolisian.

Pasal 46

Persyaratan dan tata cara pencatatan kematianaselaag dimaksud dalam pasal
45 dan pencatatan kematian di luar Wilayah Negasatian Republik Indonesia
berpedoman pada Peraturan Presiden.
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Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak,
Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 47

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdagshetapan pengadilan
di tempat tinggal pemohon.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksladayat (1) wajib
dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelakpating lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapagadilan oleh penduduk.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada (2ya Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Regikta Kelahiran dan
Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 48

(1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakalein Warga Negara
Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Repubidionesia dan telah
dicatat oleh instansi yang berwenang di negarargetedan/ atau Perwakilan
Republik Indonesia, maka wajib dilaporkan oleh pehdk kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sgpky bersangkutan kembali
ke daerah.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padqdlay#tstansi Pelaksana
mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 49

Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangka@iinsabagaimana dimaksud
dalam pasal 47 dan 48 berpedoman pada Peratursidd®re

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 50

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua padtansi Pelaksana
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggataSiPengakuan Anak oleh
ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersatagk

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada (ayadi kecualikan
bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkarakeag anak yang lahir
di luar hubungan perkawinan yang sah.
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(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud padbh (&ya Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta PeagakAnak dan
menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 51

Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuasebagaimana dimaksud dalam
pasal 50 berpedoman pada Peraturan Presiden.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 52

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh otaagkepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sajdh dan ibu dari anak yang
bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapakkamperkawinan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada (ayadi kecualikan
bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkarepahgn anak yang lahir
di luar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimaaiasud pada ayat (1),
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pingda pkta Kelahiran.

Pasal 53

Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahknselp@agaimana dimaksud
dalam Pasal 52 berpedoman pada Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status kewar ganegar aan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 54

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdagaekatapan Pengadilan
Negeri tempat pemohon.

(2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayagj(th)divaporkan oleh
penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lamb#tidd0 puluh) hari sejak
diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negdripdaduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pad#2dy&ejabat Pencatatan
Sipil membuat catatan pinggir pada Register AktacBtatan Sipil dan Kutipan
Akta Pencatatan Sipil.

-20 -



Pasal 55

Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahknselb@gaimana dimaksud
dalam Pasal 54 berpedoman pada Peraturan Presiden.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status K ewar ganegar aan

Pasal 56

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga NAger@ menjadi Warga
Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh pendudulkgyla@rsangkutan kepada
Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluhj bejak Berita Acara
Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji SetiRejkbat.

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud padbh (&ya Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Reghkta Pencatatan Sipil
dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 57

Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahaos st@warganegaraan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pelepasardganegaraan Indonesia
berpedoman pada Peraturan Presiden.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 58

(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukarn dtejabat Pencatatan Sipil
atas permintaan penduduk yang bersangkutan setaanya penetapan
pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatkarhdetap.

(2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimamakdiud pada ayat (1)
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimangalinan penetapan
pengadilan.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwvangeainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pad&Psr@residen.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 59

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sempditaporan terhadap
peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendapat dibantu oleh Instansi
Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Persyaratan dan tata cara pelaporan pendadib&gaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada Peraturan Presiden.
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BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 60

(1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangah atau data agregat
penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi :
a. nomor KK;

NIK;

nama lengkap:

jenis kelamin;

tempat lahir;

tanggal/bulan/tahun lahir;

golongan darah:

S@ "o a0 T

agama/kepercayaan;

status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;

)

cacat fisik dan/atau mental;

pendidikan terakhir:
. jenis pekerjaan;

NIK ibu kandung;

nama ibu kandung;

NIK ayah;

nama ayah:

- 9o T o 5 3

alamat sebelumnya;
alamat sekarang:

-~ wn

kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

. nomor akta perkawinan/buku nikah;
tanggal perkawinan;
kepemilikan akta perceraian:

N< x5 <€

nomor akta perceraian/surat cerai;
aa.tanggal perceraian.
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(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangag lyarupa data kuantitatif
dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

(1) Dokumen kependudukan meliputi :

a.
b.
C.
d.
e.

Biodata penduduk;

KK;

KTP;

Surat Keterangan Kependudukan; dan
Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksiadayat (1) huruf d
meliputi :

S@e@ e 20 T

—x‘——

© o 5 3

q.

Surat Keterangan Pindah;

Surat Keterangan Pindah Datang;

Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
Surat Keterangan ldentitas Penduduk;
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara;
Surat Keterangan Tinggal Sementara;
Surat Keterangan Tempat Tinggal;

Surat Keterangan Kelahiran;

Surat Keterangan Lahir Mati;

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

. Surat Keterangan Kematian;

Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indpnesi
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan

Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pin®&amduduk Warga
Negara Indonesia antar kabupaten/ kota dalam satingi dan antar provinsi
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesigat3Keterangan Pindah
Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kédnipata dalam satu
provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negarasatean Republik
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Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Pend@iakg Asing dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Suretetangan Pindah ke
Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Nedurat Keterangan
Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbat&sirat Keterangan
Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan LaWmti untuk Orang
Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang AsiBgrat Keterangan
Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pemba®éaneraian, Surat
Keterangan Pengganti Tanda ldentitas, diterbitkan ditandatangani oleh
Kepala Instansi Pelaksana.

(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara ésagoantar kecamatan
di daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Pendtduga Negara Indonesia
antar kecamatan di daerah, dapat diterbitkan demahtangani oleh Camat
atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Bldgdonesia dalam
satu desa/ kelurahan, Surat Keterangan Pindah @aPamduduk Warga
Negara Indonesia antardesa/ kelurahan dalam sattamiean, Surat
Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indon&gisat Keterangan Lahir
Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat KegemarKematian untuk
Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan dii@mgani oleh Kepala
Desa/ Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 2
Biodata Penduduk

Pasal 62

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangartahg nama, tempat dan
tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secéagkap, serta perubahan data
sehubungan dengan peristiwa kependudukan daniwarignting yang dialami.

Paragraf 3
Kartu Keluarga (KK)

Pasal 63

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, ndemgkap kepala
keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelanglamat, tempat lahir,
tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, stgbeskawinan, status

hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumignasi, hama orang
tua.

(2) Keterangan rnengenai kolom agama sebagaimana dich@lesla ayat (1) bagi
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agardadarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau bagi penghapatdegaan tidak diisi,
tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam databageiR@udukan

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuk selamanya,
kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Instansidksana kepada penduduk
Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang marialik Tinggal Tetap.
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(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikashssdtu dasar penerbitan
KTP.

Pasal 64

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yaemiliki 1zin
Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalgsafiu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari stggkdinya perubahan.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada (2ya Instansi
Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 65

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing ryeemiliki Izin Tetap
yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atauntikdéavin atau pernah kawin
wajib memiliki KTP.

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yaeqiliki 1zin Tinggal
Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahurbwagmiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aybe(2ku secara nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berldlartu Tanda
Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambg@ngat belas) hari sejak
masa berlakunya telah berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Pendudakbnmembawa pada
saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dah (&yahanya
diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Pendkudu

Pasal 66

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasilapda wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat ketaratentang NIK, nama,
tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, nagastatus perkawinan,
golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegapaanfoto, masa berlaku,
tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangamepgang KTP, serta
memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yangmdatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksudypatdd ) bagi penduduk
yang agamanya belum diakui sebagai agama berdaskekantuan peraturan
perundang-undangan atau bagi penghayat kepercéga&ndiisi, tetapi tetap
dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dismadliruang untuk
memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pe¢acgiaristiwa penting.

(4) Masa berlaku KTP :
a. untuk penduduk Warga Negara Indonesia berlaku sefatima) tahun;
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b. untuk penduduk Orang Asing Tinggal Tetap disesumidangan masa
berlaku Izin Tinggal Tetap.

(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tafheridTP yang berlaku
seumur hidup.

Paragraf 5
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 67

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit merketg#rangan tentang nama
lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahgama, alamat, Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialanh séseorang.

Paragraf 6
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 68
(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 69
(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh gitiatiwa penting.

(2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUAKentdigrasikan ke dalam
database kependudukan dan tidak diterbitkan aktegpetan sipil.

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan diraokelt Instansi Pelaksana.
(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
a. Jenis peristiwa penting;
NIK dan status kewarganegaraan;
Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
Nama dan identitas pelapor;
Tempat dan tanggal peristiwa;
Nama dan identitas saksi;
Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan

S@e "o a0 T

Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 70
(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutidata

a. Kelahiran;
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e.

Kematian;
Perkawinan;
Perceraian; dan
Pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

a.

@ = o oo C

Jenis peristiwa penting;

NIK dan status kewarganegaraan;

Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
Tempat dan tanggal peristiwa;

Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;

Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengaryaataterdapat dalam
Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 7
Jangka Waktu Penerbitan Dokumen K ependudukan

dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 71

(1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewanasesuai tanggung
jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan :

a.

b
C.
d

KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari:

. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empashéhri;

Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 1¢4ebelas) hari;

. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lamBda(empat belas)

hari;

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri palingoani4 (empat belas)
hari;

Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asiggymemiliki 1zin
Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) har

Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (erbpks) hari;

. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (eniqgdas) hari;

Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tigaiy ha

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling tamb@ujuh) hari;
atau

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling tamb@ujuh) hari;
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada ezgikta Pencatatan Sipil dan
menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil palimgblat 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
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Paragraf 8
Pembetulan KTP dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 72

(1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang miangigkesalahan tulis
redaksional.

(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayatiléksahakan dengan
atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi EUOTE.

(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayatilésahakan oleh
Instansi Pelaksana.

Pasal 73

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukamkuskta yang mengalami
kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimiaksda ayat (1)
dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dag gearg menjadi subyek
akta.

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana ditaksda ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuaiatekgwenangannya.

Pasal 74

Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetukpektatatan sipil sebagaimana
dimaksud dalam pasal 73 berpedoman pada Peratrgsiaéh.

Paragraf 9
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 75

(1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berkasaputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatktn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipillbmat catatan pinggir pada
Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta PateraSipil yang dibatalkan
dari kepemilikan subyek akta.

Pasal 76

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus bjaeatan akta berbeda,
maka salinan keputusan pengadilan disampaikan kefredansi Pelaksana oleh
pemohon atau pengadilan.
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Pasal 77

Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatatapeaitatatan sipil sebagaimana
dimaksud dalam pasal 75 dan 76 berpedoman padauRer&residen.

Paragraf 10
Spesifikas dan Formulas Kalimat

Pasal 78

Spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata duetuk, blangko KK, KTP,
Surat Keterangan Kependudukan, register dan Kkutipktia pencatatan sipil
berpedoman pada Peraturan Presiden.

BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 79

(1) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saatangégi@m keadaan darurat
dilakukan oleh otoritas pemerintahan yang menjphda saat itu.

(2) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, InstangakBana aktif mendata
ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk darataan sipil.

Pasal 80

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibatana alam, Instansi
Pelaksana wajib melakukan pendaftaran pendudukpgeagjungsi dan korban
bencana alam.

(2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangagg@eti Tanda Identitas
atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasatiasil pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ateat 8eterangan Pencatatan
Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan balpamtimbangan untuk
penerbitan dokumen kependudukan.

(4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keteramgngganti Tanda
Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipdgsemana dimaksud pada
ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri.
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BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Bagian Kesatu
Tujuan SIAK

Pasal 81
Pengelolaan SIAK bertujuan :
a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran perkddalu pencatatan sipil;

b. menyediakan data dan informasi skala nasional derai mengenai hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yangagkangkap, mutakhir dan
mudah diakses;

c. mewujudkan pertukaran data secara sistematik meligkem pengenal tunggal
dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua
Unsur SIAK

Pasal 82
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri aiasur :
database;
perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
sumber daya manusia;
pemegang hak akses;
lokasi database;
pengelolaan database;
pemeliharaan database;

Se@ "o 20 T

pengamanan database;

pengawasan database;
j. data cadangarbéck up data/ disaster recovery centre

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 83

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan [mmgaraan SIAK
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjardNédgPBN) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)atigiuntuk membiayai
penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dgguag jawabnya.
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3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksan8IAK dari
kecamatan ke kabupaten dan dari kabupaten ke gromerupakan beban
Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 84
Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat
a. Nomor KK;
b. NIK;
c. Tanggal / bulan / tahun lahir;
d. Keterangan tentang kecacatan fisik / atau mental;
e. NIK ibu kandung;
f. NIK ayah; dan

g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada(Bydarus dijaga
kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya olelydRamgara di daerah
(Pemerintah Kabupaten) dan Instansi Pelaksana iselamman ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

Setiap Penduduk dapat dikenakan sanksi adminfstia¢rupa denda
administratif apabila melampaui batas waktu pelapor Peristiwva
Kependudukan dan Peristiwa Penting dengan ketentuan

a. Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak RP0D00,00 (satu
juta rupiah); dan

b. Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.00@ Q4 juta rupiah).

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melalitk@a@kan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusanrbelk Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-tgpid@eraturan Daerah
ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak1R@00.000,00 (sepuluh
juta rupiah).

3 Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada agan({2) harus
memperhatikan penetapan denda administratif yaagurdidalam Peraturan
Presiden.
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Pasal 86

(1) Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KpBtdhkenakan denda
administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (limayfutibu rupiah).

(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetdmyang bepergian tidak
membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenadaledministratif dapat
dikenakan denda administratif paling bany@k. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah).

Pasal 87

Dalam hal penduduk Warga Negara Indonesia sebagaigtianaksud dalam pasal
85 ayat (1) huruf a dan orang asing sebagaimanakdimad dalam pasal 85 ayat (1)
huruf b tidak bersedia membayar denda administrgdiig telah ditetapkan,

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pencabutahati@m pembatalan akta
pencatatan sipil dan dokumen kependudukan yangrgkatan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

(1) Setiap orang diancam pidana denda paling banyakORj00.000 (lima puluh
juta rupiah) atau pidana kurungan paling lamagaftbulan apabila :

a. dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokuemad& Instansi
Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudu&ahadau peristiwva
penting;

b. tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atagunar@gi isi
elemen data pada dokumen kependudukan;
c. tanpa hak mengakses database kependudukan;

d. tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ atau metuisikian blangko
dokumen kependudukan;

e. dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepaleaige atau anggota
keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki Kaifanda Penduduk
lebih dari satu.

(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayaigd )djkenakan kepada
pejabat dan petugas yang melakukan tindak pidabagaemana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan/ atau b.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (h) @ adalah
pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (@jpek@n penerimaan
daerah yang wajib disetorkan ke Kas Daerah.
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(1)

(2)

)

(1)

(2)

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 89

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Repubtidonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggawabnya dalam bidang
Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusubagai Penyidik

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitalang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksadia ayat (1) dalam
melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang ateandagkum tentang
adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependamfuk

b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya rdugekak pidana
administrasi kependudukan:

c. memanggil orang untuk diminta keterangannya ataanyad dugaan
sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyid&vwe Negeri Sipil, serta
mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketanpesaturan Perundang-
undangan.

BAB XIlI1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitieanyang telah ada pada
saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakeap teerlaku menurut
Peraturan Daerah ini.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dakkan untuk KK dan
KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atalbdikannya KK dan KTP
yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah imua&eperaturan pelaksanaan
yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukaryadakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum digantasesmgan ketentuan Peraturan
Daerah ini.
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Pasal 92

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, makatuPem Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kejpelmkan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 Noi8eri D) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahpdssuKotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2010
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
Capl/ttd.
Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST,M.S
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ttd.
Drs. A. RIDUANSYAH H, M.Si

NIP. 19551010 197901 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2010 NOMOR 1.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

l. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkacaB#éa dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikathgrkewajiban untuk memberikan
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuans spaiibadi dan status hukum atas setiap
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yaatamohi oleh penduduk yang berada di dalam
dan/ atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa aderiggas menjamin hak setiap
penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutitarbnan melalui perkawinan yang sah,
memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebelbasmeluk agama, dan memilih tempat
tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggahya, serta berhak kembali.

Peristiwva Kependudukan, antara lain perubahamat|apindah datang untuk menetap,
tinggal terbatas atau tinggal sementara serta pbanmbWarga Negara Asing Tinggal Terbatas
menjadi Tinggal Tetap, dan peristiwa penting anté&im kelahiran, lahir mati, kematian,
perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatangaguan dan pengesahan anak serta
perubahan status kewarganegaraan, ganti nama datiwge penting lainnya yang dialami oleh
seseorang merupakan kejadian yang harus dilapddeama membawa implikasi perubahan data
identitas atau surat keterangan kependudukan. Uitulsetiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untilékdkan pengadministrasian dan pencatatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidamggpatan sipil, masih ditemukan
penggolongan penduduk yang didasarkan pada pena#tiskriminatif yang membeda-bedakan
suku, keturunan dan agama sebagaimana diatur dederagai peraturan produk kolonial Belanda.
Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatifgydemikian itu tidak sesuai dengan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Reputdinésia Tahun 1945. Kondisi tersebut
mengakibatkan pengadministrasian kependudukan rang&endala yang mendasar sebab data
kependudukan belum terkoordinasi dan tereintegsasta terbatasnya cakupan pelaporan yang
belum terwujud dalam suatu sistem administrasi képdukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administrasi seperti yang einkkakan di atas tidak memiliki sistem
database kependudukan yang menunjang penyelenggeeiayanan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-Undaogndr 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan membentuk suatu SistemmiAdtrasi Kependudukan yang sejalan
dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikeduk memenuhi tuntutan masyarakat atas
pelayanan kependudukan yang profesional yang lthdugkung pelaksanaannya di daerah. Sesuai
amanat Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 fliihtentang Pelaksanaan Undang-Undang

-35-



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependaduiaka disusun Peraturan Daerah ini
sebagai pedoman pelaksanaan administrasi keperaluduklaerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "persyaratan” adalah persyargang sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengahpengelolaan dan penyajian data kependudukan
berskala daerah *“ adalah pengelolaan data kependudukan yang
menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakdemSikmformasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) vyang disajikan ws8s dengan
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan peoniem

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas
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Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sisteforniasi
Administrasi Kependudukan (SIAK).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengdidlokumen identitas lainnya’adalah dokumen resmi
yang diterbitkan oleh Departemen / Lembaga Penadribion Departemen,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kot @adan Hukum
Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengdeniitas penduduk,
selain dokumen kependudukan.

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengaifdokumen pendaftaran penduduk’adalah bagian
dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari gwopendaftaran
penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
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Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “"hari" adalah hari kerjalézer untuk penjelasan "hari"
pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)

Yang dimaksud‘ pindah ke luar negeri” adalah penduduk WNI yang
tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkarahaair untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dasatu) tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud’ datang dari luar negeri” adalah penduduk WNI yang
sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datatigkunenetap kembali

di Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Yang dimaksud dengah penduduk rentan administrasi kependudukdhn
adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam mel@ipedokumen
penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dasutem sosial.
Pendataan dilakukan dengan membentuk tim berarggotdari instansi
terkait.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan’ orang terlantar’ adalah penduduk yang karena
suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutyhaecara wajar, baik
rohani, jasmani maupun sosial.
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Ciri-cirinya :
1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususrakan, sandang dan
papan;

2) tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
3) tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap;
4) miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengditempat sementaraadalah tempat pada saat terjadi
pengungsian.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)

Yang dimaksud dengaripenduduk yang tidak mampu melaksanakan
pelaporan sendifi adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan
pelaporan karena pertimbangan umur, sakit kerasatcisik dan cacat

mental.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enamtpuhari merupakan
tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk kumtelaporkan
peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi / leexdggafis Daerah.
Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalarakeei§eluarga.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kutipan akta seorang anak yang tidak diketahui asalnya atau keberadaan
orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutlalsdewasa.
Pasal 30
Cukup jelas
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Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengah tempat singgah” adalah tempat persinggahan
pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanameyeapai tujuan. Hal ini

sesuai asas yang berlaku secara universal, yakipatedi mana peristiwa

kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbangAl kkaut), apabila

memungkinkan pelaporan dilakukan.

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana dipanlukengingat pelaporan
kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu aaggngan 1 (satu)
tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atad-hah yang tidak
diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsiagab verifikasi atas
keabsahan data yang dilaporkan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengah lahir mati ” adalah kelahiran seorang bayi dari
kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua pdkiapan) Minggu pada
saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelial
Peristiwa lahir mati hanya diberikan surat ketesandahir mati, tidak
diterbitkan akta pencatatan sipil.
Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipitape pendataannya
diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pegnban di bidang
kesehatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengah perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suamsestiai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Perkawinan penduduk yang beragama Islam dicatdt Kkntor Urusan
Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturandasrg-undangan.
Ayat (2)

Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang bBeragslam dilakukan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ayat (5)

Karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragésiaan sudah
diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan gyatiterima oleh
Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipkta perkawinan.

Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 36
Huruf a

Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalatkapinan yang
dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asindaerah, harus
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangagemnai perkawinan di
Republik Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Ayat (1)

Bagi penganut Agama Islam diberlakukan ketentuangeeai rujuk yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 195#atgy Pencatatan
Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-undang NomoiTahun 1974 tentang
Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengah kematian” adalah tidak adanya secara permanen
seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kaldthigdup terjadi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengah pihak yang berwenandg adalah kepala rumah
sakit, dokter / paramedis, kepala desa / lurah lkepolisian.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengah pengangkatan anak' adalah perbuatan hukum
untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaduarga orang tua,
wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungljaatas perawatan,
pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dateykuhgan keluarga
orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau pangtangadilan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengafi catatan pinggir ” adalah catatan mengenai
perubahan status atas terjadinya peristiwva pediiegm bentuk catatan yang
diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagiaa y&ihg memungkinkan (di
halaman / bagian muka atau belakang akta) oletb&dfencatatan Sipil.
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengdnpengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah
terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawiryang sah atas
persetujuan ibu kandung anak tersebut.
Ayat (2)

Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)

Yang dimaksud dengah pengesahan anak adalah pengesahan seorang
ayah yang lahir di luar ikatan perkawinan yang pada saat pencatatan
perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatataindgggruntukkan bagi
Warga Negara Asing yang melakukan perubahan keweggaaan dan
pernah mencatatkan peristiwa penting di daerah.

Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengdh peristiwa penting lainnyd adalah peristiwa yang
ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatafada Dinas, antara lain
perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
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Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengath nama lengkap” adalah nama secara
lengkap sesuai dengan akta kelahiran atau sesumjanenama
pemberian orang tua tanpa gelar akademis, kebaagsavatau gelar
agama.

Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas
Huruf

Cukup jelas
Huruf k

Yang dimaksud dengancacat fisik dan/ atau mentdl berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mé&aatdpntang
hal tersebut.

Huruf |

Cukup jelas
Huruf m

Cukup jelas
Huruf n

Cukup jelas
Huruf o

Cukup jelas
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Huruf p

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf r

Cukup jelas
Huruf s

Cukup jelas
Huruf t

Cukup jelas
Huruf u

Cukup jelas
Huruf v

Cukup jelas
Huruf w

Cukup jelas
Huruf x

Cukup jelas
Huruf y

Cukup jelas
Huruf z

Cukup jelas
Huruf aa

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data agregdt adalah kumpulan data tentang
peristiwva kependudukan, peristiwa penting, jenikarkén, kelompok usia,
agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengari data kuantitatif adalah data yang berupa angka-

angka.
Yang dimaksud dengan "data kualitati’ adalah data yang berupa
penjelasan.
Pasal 61
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengaifiBiodata Penduduk adalah keterangan
yang berisi elemen data tentang jati diri, infoshdasar serta riwayat
perkembangan dan perubahan keadaan yang dialamchughgh sejak
saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas
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Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan’ Surat Keterangan ldentitas Pendudtk
adalah surat keterangan kependudukan yang diberkegpada
penduduk yang genap berusia 15 (lima belas) tanmpai dengan
menjelang umur 17 (tujuh belas) tahun.

Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas
Huruf

Cukup jelas
Huruf k

Cukup jelas
Huruf |

Cukup jelas
Huruf m

Cukup jelas
Huruf n

Cukup jelas
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Huruf o

Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 62

Kata “ paling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan
kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapakeggn tersebut tidak bersifat
diskriminatif.

Yang dimaksud dengd&nalamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengah jati diri lainnya” meliputi nomor KK, NIK, laki-laki /
perempuan, golongan darah, agama, pendidikan fergkkkerjaan, penyandang
cacat fisik dan / atau mental, status perkawinadulukan / hubungan dalam
keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung,NIK raya@ndung, nama ayah
kandung, nomor paspor, tanggal berakhir pasporon@kta kelahiran / surat kenal
lahir, nomor akta perkawinan / buku nikah, tanggafrkawinan, nomor akta
perceraian / surat cerai dan tanggal perceraian.

Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengdnkepala keluargd adalah :

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang laink aempunyai
hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jateabadap
keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepala kesantrian, kepala asrama, kepala rumatm yaditu, dan lain-lain
tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipkepala keluarga
tersebut masih menumpang di rumah orang tuanyan&gpada prinsipnya
dalam satu alamat boleh terdapat lebih sari satu KK

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengdhperubahan susunan keluarga dalam KK adalah
perubahan yang diakibatkan adanya peristiwva kemkr@dun atau peristiva
penting seperti pindah datang, kelahiran atau kemat
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTiuki 1 (satu)
penduduk diperlukan sistem keamanan/ pengendahanstsi administrasi
ataupun teknologi informasi dengan melakukan \k#i dan validasi dalam
sistem database kependudukan serta pemberian NIK.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
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Ayat (5)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi K€Rnsur hidup mengikuti
ketentuan yang berlaku menurut peraturan perundadgngan dan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengah pejabat yang berwenarigadalah Pejabat
Pencatatan Sipil pada Dinas yang telah diambil simmpa untuk
melakukan tugas pencatatan.
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
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Pasal 72
Ayat (1)

Yang dimaksud dengah kesalahan tulis redaksiondl adalah misalnya
kesalahan penulisan huruf dan / atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat selesai diproses (akta
sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan atikan kepada subyek
akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari agtwgajib diberitahukan
kepada subyek akta.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan oramg dtau subyek akta,
dengan alasan akta cacat hukum karena dalam pres#zuatan didasarkan
pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengah Surat Keterangan Pencatatan Sipiladalah surat
keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang bwamg sebagaimana
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dimaksud dalam Undang-Undang ketika Negara ataagsmto Negara dalam
keadaan luar biasa

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas
Pasal 82

Cukup jelas
Pasal 83

Cukup jelas
Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86

Cukup jelas
Pasal 87

Cukup jelas
Pasal 88

Cukup jelas
Pasal 89

Cukup jelas
Pasal 90

Cukup jelas
Pasal 91

Cukup jelas
Pasal 92

Cukup jelas
Pasal 93

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BAR AT NOMOR 1.
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